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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.11-HT.04.02.TH 2004
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPERKERJAKAN
ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JAS
HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN
DAN PENELITIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
perlu ditetapkan Keputusan Menteri tentang Persyaratan dan
Tatacara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban
Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia
Pendidikan dan Penelitian Hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4282);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan
Tenaga Asing ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
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Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 9 Thun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3474);

. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang

Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara

Asing Pendatang;

. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang

Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi Departemen;

. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 tentang

Pengangkatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia;

. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPER-
KERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN
MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-
CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN
PENELITIAN HUKUM
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Pasal |

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1

(2)

(4)

(5)

(6)

(7

(1)

Advokat Indonesia adalah orang yang berprofesi memberikan jasa
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat.

Advokat Asing adalah Advokat berkewarganegaraan asing yang
menjalankan profesinya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan
persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.

Kantor Advokat Indonesia adalah suatu persekutuan perdata
(maatschap) yang didirikan oleh para Advokat Indonesia yang
mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada
masyarakat.

Organisasi Advokat Indonesia adalah organisasi profesi yang didirikan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Ijin kerja memperkerjakan tenaga kerja warga negara asing adalah
ijin tertulis yang diberiakn oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
atau pejabat yang ditunjuk.

Persetujuan adalah pertimbangan teknis dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang diberikan Kepada Kantor Advokat Indonesia untuk

memperkerjakan Advokat asing.

Pasal 2
Kantor Advokat Indonesia dapat memperkerjakan Advokat Asing
sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing sesudah
mendapat izin kerja dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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(2)

(4)

(1

(2)

Izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigarasi sesudah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan
persetujuan, Advokat Asing wajib memaparkan secara langsung kepada
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai program jasa
hukum cuma-cuma yang akan diberikan kepada dunia pendidikan,
penelitian hukum, dan instasi pemerintah.

Permohonan penggunaan Advokat Asing untuk menjadi karyawan atau
tenaga ahli di bidang hukum asing pada Kantor Advokat Indonesia,
diajukan oleh Kantor Advokat Indonesia yang akan memperkerjakan
Advokat Asing.

Pasal 3
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2), Kantor Advokat Indonesia mengajukan surat permohonan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tembusan
kepada :
a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b.  Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
c. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan lampiran dokumen :
a. Rekomendasi dari Organisasi Advokat Indonesia;
b.  Perjanjian kerja antara Kantor Advokat Indonesia dengan Advokat
Asing yang akan diperkerjakan yang dilegalisir oleh Notaris;
c. Data lengkap dari Advokat Asing tersebut, yakni :
. riwayat hidup (curicullum vitae);
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(n

(2)

2. fotocopy ijasah yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar
Republik Indonesia di neagar Advokat Asing berasal;

3. surat keterangan sebagai pengacara aktif yang dikeluarkan
oleh lembaga resmi yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar
Republik Indonesia di negara Advokat Asing berasal,

4.  surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi hukum,
yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di
negara Advokat Asing berasal;

5. surat keterangan tidak dicegah dan ditanggal dari Direktorat
Jenderal Imigrasi;
fotocopy pasport;

7.  pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat)
lembar;

8.  nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat Indo-

nesia dan atas nama Advokat Asing.

Pasal 4

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu | (satu)
tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 1(satu) tahun.
Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, paling lambat
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum izin kerja berakhir, dengan
melampirkan surat keterangan tentang pemberian jasa hukum secara
cuma-cuma.
Advokat Asing berkewajiban :
a. menjunjung tinggi dan menaati peraturan perundang-undangan

yang berlaku
b. turut membina, mengembangkan, dan meningkatkan mutu

pelayanan jasa hukum pada kantor tempatnya bekerja;

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No_1, Juli 2005


http://library.uph.ac.id

(1)

(2)

(h

¢. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya
kepada para Advokat Indonesia;

d. memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia
pendidikan, penelitian hukum, dan instansi pemerintah sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) jam kerja setiap bulan.

Pasal 6

Jumlah Advokat Asing yang dapat diperkerjakan pada Kantor Advokat
Indonesia ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan Advokat Indo-
nesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4(empat)
orang Advokat Indonesia berbanding 1(satu) orang advokat Asing,
dengan ketentuan paling banyak 5(lima) orang Advokat Asing untuk
setiap Kantor Advokat Indonesia.

Kantor Advokat Indonesia Indonesia yang mempunyai 3(tiga) orang
Advokat Indonesia dapat diberikan kesempatan untuk memperkerjakan
| (satu) orang Advokat Asing.

Pasal 7

Kantor Advokat Indonesia wajib menyampaikan rencana penggunaan
Advokat Asing pendatang, kepada Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Dalam rencana penggunaan Advokat Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dicantumkan :

a. jumlah Advokat Asing yang diperlukan;

b. keahlian Advokat Asing;

c. jangka waktu penggunaan Advokat Asing;
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d.  jumlah Advokat Indonesia yang bekerja pada Kantor Advokat
Indonesia;

e. jumlah jam kerja pemberian jasa hukum kepada dunia pendidikan,
penelitian hukum dan instansi pemerintah.

(3) Kantor Advokat Indonesia wajib menyampaikan laporan berkala setiap
6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarsi
mengenai pelaksaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

Pasal 8

Advokat Asing yang sudah bekerja di Kantor Advokat Indonesia, dapat
pindah kerja ke Kantor Advokat Indonesia yang lain dengan melampirkan
surat keterangan tidak keberatan dari Kantor Advokat Indonesia tempat

Advokat Asing bekerja sebelumnya.

Pasal 9

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat menetapkan secara berkala

bidang hukum tertentu yang masih memerlukan bantuan Advokat Asing.

Pasal 10

(1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk
memantau secara langsung pelaksanaan kewajiban Advokat Asing
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Setiap Advokat Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.
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(3) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk
memberitahukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mengenai pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan dapat mengusulkan pencabutan izin kerja bagi Advokat
Asing tersebut.

Pasal 11

Izin kerja Advokat Asing pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia yang
telah diberikan sebelum Keputusan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap
berlaku sampai izin tersebut berakhir.

Pasal 12

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia nomor M.O1-HT.04.02 Tahun 1997 tanggal 14 Juli 1997,
tentang Penggunaan Ahli Hukum Warga Asing oleh Kantor Konsultan Hukum
Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 Desember 2004

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia
Tid

Hamid Awaludin
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TENTANG PENULIS

DR. Drs. Tjipta Lesmana, MA, MARS, dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial
dan [Imu Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota
Komisi Konstitusi MPR-RI, Asisten Ombudsman Indonesia, pernah menjadi
Konsultan Proyek Penyuluhan Hukum BPHN, Departemen Kehakiman RI,

praktisi pers selama 30 tahun.

DR. Anna Erliyana, SH., MH, dosen tidak tetap Fakultas Hukum Universitas
Pelita Harapan, mengajar juga dibeberapa perguruan tinggi lainnya, antara lain:

Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Nasional.

Siana Murti Widjaja, dosen tetap mata kuliah akuntansi di Universitas Bina

Nusantara dan juga seorang akuntan publik.

Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH, adalah Direktur Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dr. Agus S Suryadi, MH, Msi, MKn, dosen tidak tetap Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan dan juga seorang konsulen pajak dan Notaris.
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PEDOMAN PENULISAN

Redaksi menerima tulisan dari kalangan staf pengajar dan mahasiswa UPH
maupun dari luar UPH.

Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini adalah tulisan ilmiah yang
berhubungan dengan hukum.

Naskah berupa karangan sendiri (bukan bajakan), dan belum pernah dimuat
di media lain.

Setiap naskah dilengkapi dengan abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris,
dan terdiri dari kurang lebih 150-300 kata.

Naskah harus diketik dengan 1,5 spasi pada kertas kuarto, menggunakan
MS Word dan jenis huruf Times New Roman point 12. Jumlah halaman
antara 10-15 halaman.

Naskah harus memiliki daftar referensi yang disusun menurut abjad nama
keluarga pengarang/Lembaga.

Setiap referensi memuat informasi tentang nama lengkap pengarang, tahun
terbit, judul buku/artikel, nama penerbit/nama jurnal yang dikutip, nomor
halaman buku yang dikutip/nomor volume dan nomor judul.

Naskah diserahkan kepada Redaksi selambat-lambatnya | bulan sebelum

penerbitan, dalam bentuk disket atau melalui email.

9. Redaksi berhak melakukan penyuntingan, tanpa mengubah isi dan makna.

10. Isi tulisan tidak menjadi tanggung jawab redaksi.
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